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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Penerapan asas oportunitas yang dilakukan oleh Jaksa Agung dalam 

rangka mengesampingkan proses pidana dengan alasan kepentingan 

umum, secara yuridis telah diatur dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 

Pasal 35 huruf c yang secara tegas mengatakan bahwa Jaksa Agung 

mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi 

kepentingan umum dan Pasal 77 KUHAP. 

2. Urgensi penerapan asas oportunitas yang dilakukan oleh Jaksa Agung 

dalam pemberantasan tindak pidana korupsi terletak pada pertimbangan 

kepentingan umum, mengingat tindak pidana korupsi merupakan 

kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa yang 

berimpilkasi pada keadaan politik, ekonomi, sosial dan budaya dalam 

suatu Negara. 

5.2 Saran 

 Adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Perlunya untuk memahami asas oportunitas yang menjadi kewenangan 

Jaksa Agung dari sisi yuridis sebagaimana yang diatur pada Pasal 35 
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huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 77 KUHAP, sehingga 

persepsi dan stigma negative terhadap pengenyampingan suatu proses 

pidana yang dilakukan oleh Jaksa Agung dapat bisa dihindari.  

2. Perlunya untuk menguraikan batasan-batasan pemaknaan kepentingan 

umum dalam pengenyampingan proses pidana yang dilakukan oleh Jaksa 

Agung terutama dalam tindak pidana korupsi. Sehingga kewenangan 

penerapan asas oportunitas yang secara ex officio merupakan kewenangan 

Jaksa Agung yang dijamin cecara hukum dapat terhindar dari pengaruh-

pengaruh politik yang dapat menciderai netralitas Jaksa Agung dalam 

menerapkan seponeriing.  
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